SALINAN

WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 103 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa kebijaksanaan Walikota Probolinggo terhadap Pegawai

1.

Tidak Tetap melalui Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 57
Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan Pegawai Tidak Tetap,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 87 Tahun 2016, yang
diundangkan dalam Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017
Nomor 87 tanggal 20 September 2017 dalam pelaksanaannya
menuntut adanya suatu perubahan dengan dilatarbelakangi
pemikiran terhadap ketersediaan kebutuhan optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat guna mendukung kelancaran
tugas-tugas pemerintahan, terhadap keselamatan kerja yang
tinggi dan waktu kerja yang ekstra, terutama dalam pemilihan

Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor

57 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan Pegawai Tidak Tetap;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo
(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 20);
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 85 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2016 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 57 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Menetapkan :

Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 57 Tahun 2015

tentang Pedoman Penataan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2015 Nomor 57), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 87 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2017 Nomor 86), diubah sebagai berikut :

-2-



Di antara Pasal 15A dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15B,

sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 15B
Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, PTT juga diberikan
penghasilan tambahan sebesar Rp. 35.500,00 (tiga puluh lima ribu lima ratus
rupiah).
Penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
PTT untuk rumpun jabatan teknis, operasional, administrasi dan pelayanan.
Penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai
bantuan untuk membayar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Khusus bagi PTT rumpun jabatan teknis, operasional, administrasi dan
pelayanandi lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diluar Honorarium yang
bersifat rutin diberikan tambahan Honorarium sebesar Rp. 500.000,00 (lima

ratus ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Oktober 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

G

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014




